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DIGITALISASI DATA PEMILU

Proses pengubahan berkas hasil Pemilu menjadi
data digital dengan menerapkan prinsip data
o= terbuka dalam rilis data.

Data tersedia dalam format terbuka yang mudah
dibagi, dipakai, dan dibaca oleh sistem elektronik
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PRINSIP
’engembangar

Digitalisasi Pemilu

. Meningkatkan derajat Pemilu demokratis

. Semua tahapan Pemilu kecuali tungsura

. Memudahkan para pihak (Pemilih dan peserta)

. Jaminan keamanan digital

. Data Pemilu terbuka



Mendata dan
mengumpulkan
berkas dan data

Hasil Pemilu

Unggah ke dalam
Satu Data KPU
(opendata.kpu.go.id)

Mendigitalisasi
dokumen ke dalam
bentuk PDF, XLSX
atau CSV

Pemantauan dan
Pengumpulan
berkas siap unggah
oleh PROVINSI

Menata data ke
dalam bentuk XLSX
atau CSV

Menata PDF, XLSX
dan CSV serta
narasinya ke dalam
FOLDER [UNIT
KERJA/KODE
TAHAPAN/JENIS
DOKUMEN]

Menyiapkan narasi
per jenis data
melingkupi:

Topik (tahapan)

Judul

Deskripsi

singkat
Narasi Data
Tag pencarian




Arsip Lembaga

TUJUAN , ,
Menyediakan data siap olah
SATU DATA KPU kepada publik

Meningkatkan Transparansi
dan Akuntabilitas KPU

A
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PRINSIP
SATU DATA KPU

n SATU STANDAR DATA
n SATU METADATA BAKU

a INTEROPERABILITAS DATA

n REFERENSI DATA

KETERSEDIAAN
& AKSES DATA

TERBUKA

Data tersedia secara utuh
Bebas biaya
Dapat diunduh via online

Data mudah digunakan dan
diolah kembali

KRITERIA OPEN DATA

Bebas digunakan

» Dapat disebarluaskan kembali
UNTUK UMUM (mencantumkan sumber data)
NP » Dipublikasikan sesuai dengan UU 14
X\ /7 Tahun 2018 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

» Tetap mengedepankan prinsip
perlindungan data pribadi sesuai dengan
UU 27 Tahun 2022



& KPU
Kategori
Data
DIKECUALIKAN Ditentukan UU
TERBUKA Kepentingan umum -
I




INTEGRASI DATA KEPEMILUAN
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INTEGRASI DATA NON KEPEMILUAN
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m KONSOLIDASI DATABASE

B
= DB Referensi yang dikonsolidasi ke DB Master
(Agar Data lebih konsisten)
= Semua App eksisting dan Dashboard akan
menggunakan database master (bertujuan
agar menggunakan 1 data yang sama)

Dashboard Analytic

—-A

liebatl ®

PENERAPAN MIDDLEWARE & DB PASSIVE
UNTUK FEEDING DASHBOARD

¢ Consecton :m -ﬁ

API'Neb Service

DB Referensi

Show Data

Query Data

NARASI

= [1B Master akan direplikasi ke Standby DB

= Semua APP eksisting maupun baru akan melalui middleware sebagai media translator
{multi bahasa pemrograman)

® Jashboard akan menggunakan Database Standby dengan tujuan untuk mengurangi
kinerja DB Production

e

&

%»% Dashboard Predictive Analytic

Shew Beta History ]

® Peaerapan ETL sebagai Cheansing Data
(efminasi data duplicat dan data tidak lengkagl

w Lead Data Ciean dan Standby 08 ke Data Warehouse (urbek hstarycal datal

® Jashbazrd menank data dan Standby 08 untek menank data realime dzn merank darl IWK
urfuk bistarycal data {bertsjuan snfuk compare datz sazt int dan 42t histery ustuk melakukan
predictive amalytic)




LAYANAN KPU DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Parpol < parta olik

Masyarakat, Pengawas, dan = Q
Peserta Pemilu bisa a———
mengakses secara luas data

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

verifikasi Partai Politik
Masyarakat dapat
memberikan tanggapan

terhadap keanggotaan Partai perympan
penyampaian IeNyampaian
p g g Pengumuman dokumen ':ui-.:ur.-:'! Verifikas)
| T4 k pendaftaran pendaftaran oleh Verifikas persyaratan oleh Administrasi
PO Itl Partai Politik Partai Politik Administrasi Partai Politik porbaikan

6 " © o @ @ @

Sumber | PKPU NO 4 TAHUN 2022

18382 14699



LAYANAN KPU DALAM PEREKRUTAN BADAN ADHOC MELALUI SIAKBA

https://siakba.kpu.go.id

Silahkan Login

(<) SIAKBA

SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN AD HOC

Belum memiliti akun? Silchkan buot okun

Portal layanan untuk

perekrutan KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan Badan e r
Adhoc (PPK, PPS, dan PPLN)

Lupa Possword? klik o

TERDAFTAR
SISTEM FLIKT RN

pengelolaan data dan
dokumen administrasi

mengenai jajaran
penyelenggara Pemilu di
Jajaran KPU secara
berkelanjutan

Saat ini sudah 180,416
pendaftar Badan Adhoc (PPK
dan PPS)

18041




LAYANAN KPU DALAM LAYANAN TERHADAP PEMILIH

.....

https://cekdptonline.kpu.go.id

 Portal layanan untuk pemilih
memastikan apakah sudah
terdaftar atau belum dalam
Daftar Pemilih Pencarian Data Pemilih
Saat ini sudah sekitar |
2.886.845 pemilih yang
mengakses @
cekdptonline.kpu.go.id

24 Now 2022
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